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Abstract 

This research is entitled Hong Kong-Indonesia Cooperation Efforts in the Extradition of 
Mathias Echene in 2019 and discusses the analysis of cooperation between Hong Kong and 
Indonesia in granting the extradition of a French Citizen a.n. Mathias Hubert Marie Echene 
is based on the extradition agreement between the Government of Indonesia and Hong 
Kong. This research uses the concept of extradition where the research results show that 
the cooperation between Hong Kong - Indonesia regarding the extradition of Mathias 
Echene is based on several factors including strengthening the bilateral relations between 
Indonesia and Hong Kong and a commitment to eradicating transnational crimes. And using 
the theory of international cooperation, namely ties that are intertwined between countries 
and are free from aspects of violence or coercion and ratified by international law with the 
aim of giving freedom to establish their own country. The paradigm used in this research 
is the neorealism paradigm which is a type of realism theory. 
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Pendahuluan 

Dunia internasional sudah menghadapi perubahan-perubahan yang mengharuskan 

negara-negara saling memiliki keterkaitan dan ikatan yang senantiasa terus menerus 

sesuai dengan kepentingan masing-masing (Kusumaatmadja, 1982). Indonesia merupakan 

salah satu negara yang tidak lepas dari hubungan internasional. Hubungan tersebut dapat 

berupa hubungan dengan antar organisasi internasional, subjek hukum internasional 

maupun antarnegara (Starke, 2003).  Kerja sama atau hubungan internasional bergantung 

pada keuntungan bersama yang dapat dicapai melalui kerja sama bisa mencapai gagasan 

kepentingan sepihak serta bersaing dalam aksi. Dengan kata lain, kehidupan internasional 

bisa menuju pada kerja sama internasional sebab mencakup bermacam bidang semacam 
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politik. ideologi, ekonomi, permasalahan sosial, area, pertahanan politik dan budaya. 

(Perwita, 2011) 

Hubungan diplomatik merupakan hubungan dengan antar negara guna melayani 

kepentingan bersama masing-masing negara. Salah satu negara yang memiliki hubungan 

diplomatik yakni Indonesia dengan Hong Kong. Dengan terjalinnya hubungan diplomatik 

yang baik antara Indonesia dan Hong Kong akan memudahkan Indonesia untuk melindungi 

hak-hak warga negaranya yang bekerja di wilayah negara lain tersebut. Hubungan 

diplomatik diantara kedua negara tersebut adalah demi tercapainya tujuan dari masing-

masing negara yaitu dalam hal pemenuhan peningkatan ekonomi diantara dua negara, 

maupun dalam hal membentuk hubungan yang baik sehingga di masa depan dapat 

dibentuk perjanjian bilateral dalam bidang-bidang lainnya.  

Hubungan antara Indonesia dan Hong Kong dalam perjanjian ekstradisi telah 

terjalin sejak pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian antara pemerintah Indonesia 

dengan pemerintah Hong Kong mengenai penyerahan buronan pelaku. Namun, perjanjian 

ini tidak dapat disebut sebagai perjanjian ekstradisi. Sebab, ekstradisi merupakan 

kesepakatan antara kedua negara dan Hong Kong bukanlah negara berdaulat penuh. 

Selanjutnya, ketika perjanjian itu ditandatangani pada 5 Mei 1997, Hong Kong masih 

menjadi jajahan Inggris (Hukum Online, n.d.).  Ekstradisi didasarkan pada perjanjian 

ekstradisi yang telah ditandatangani sebelumnya maupun bersumber pada asas timbal 

balik, tersangka (tersangka) ataupun orang yang dihukum karena pelanggaran yang dicoba 

(dihukum, terpidana).  

Pada tanggal 31 Juli 2017, National Central Bureau (NCB) INTERPOL Indonesia 

menerima informasi tentang keberadaan buronan Pemerintah Tiongkok an. MATHIAS 

HUBERT MARIE ECHENE karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana 

penipuan di Tiongkok, dan melarikan diri ke Indonesia. Kemudian melalui Keppres No. 20 

Tahun 2019, Permintaan pemerintah Hongkong telah disetujui oleh presiden untuk 

mengekstradisi warga negara Perancis a.n. Mathias Echene (Hidayat, n.d.). Keputusan 

Indonesia dalam mengabulkan ekstradisi tersebut menuai protes dari negara Perancis. 

Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh 

Indonesia untuk mengekstradisi Mathias Echene dikarenakan kondisi kesehatannya yang 

sedang memburuk. (Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, n.d.) 

Red Notice diterbitkan oleh Interpol atas permintaan negara yang bersangkutan. 

Penerbitan tersebut harus dikordinasikan antara individu dengan Biro Pusat International 

Criminal Police Organization (NCB) di Indonesia. Setelah seseorang ditetapkan sebagai 

tersangka. Penelitian ini juga menggunakan periodesasi tahun 2019 karena tahun tersebut 

merupakan tahun dimana Mathias Hubert Marie Echene menjalani sidang ekstradisi dan 

permintaan ekstradisi dari Hongkong dikabulkan Indonesia.  

 Dalam riset ini, digunakan paradigma neorealisme. Neorealisme 

memandang negara sebagai aktor utama Hubungan Internasional. Karena Negara 

dikatakan memiliki kedaulatan, Negara dipandang sebagai aktor yang dominan namun 

dengan tetap memperhatikan institusi dan organisasi internasional. Dalam neorealisme, 

erat kaitannya dengan sistem anarki yang menggambarkan suasana kompetitif antar 

negara dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Neorealisme menganggap 

kerjasama yang dilakukan oleh Negara dilandaskan oleh self interest sebagai tujuan 

bertahan hidup. Neorealisme  percaya bahwa kerjasama yang dilangsungkan berdasarkan 

oleh keinginan negara dalam fokus tujuan keamanan sehingga mendapatkan keuntungan 

komparatif atau relative gains (balance of power). (Jones, 2007) 
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Pembahasan 

Kerja sama antara Indonesia dengan Hong Kong yang sudah terjalin cukup lama biasanya 

berfokus pada bidang ekonomi, mengingat Hong Kong sebagai SAR yang menjadi negara 

dengan aktivitas ekonomi paling populer di dunia. Namun, tidak hanya ekonomi, Indonesia 

juga menyepakati perjanjian bilateral dalam bidang hukum dengan Hong Kong, khususnya 

perjanjian ekstradisi. Adanya pelaksanaan ekstradisi Mathias Echene sebagai WN Perancis 

ke Hong Kong menjadi momentum pertama dalam realisasi perjanjian penyerahan 

pelanggar hukum yang melarikan diri antara Indonesia dengan Hong Kong.  

Pelaksanaan permohonan ekstradisi Mathias Echene berjalan selama 3 tahun sejak 

ia ditangkap pada tahun 2017 hingga diekstradisi pada tahun 2019. Melalui Keppres No. 

20 tahun 2019, Indonesia mengeluarkan kebijakannya untuk mengabulkan permohonan 

ekstradisi Mathias Echene sejak tahun 2017. Adapun alasan Indonesia mengeluarkan 

kebijakan pengabulan tersebut adalah karena yang dilakukan Mathias Echene termasuk 

dalam asas kriminal ganda yang berlaku di Indonesia dan juga Hong Kong. Selain itu, 

Mathias memenuhi syarat untuk dapat dilakukan proses ekstradisi. Tidak hanya itu, 

Direktur OPHI juga menambahkan bahwa dikabulkannya proses ekstradisi tersebut 

dilakukan guna realisasi komitmen dari Indonesia untuk menangani kejahatan 

transnasional. 

Mathias Echene ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pengelolaan 

properti atas nama Pantai Lima Estate yang ada di Bali. Mathias Echene dikatakan sebagai 

sebab dari kerugian sebesar $4,278. Red Notice dikeluarkan pada tanggal 16 September 

tahun 2014 dengan merujuk kepada perintah penangkapan dan penahanan tanggal 10 

Oktober 2014. Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh PN Hong Kong yang kemudian Polri 

melakukan penangkapan terhadap Mathias Echene pada tanggal 31 Juli 2017. Penegak 

hukum Hong Kong menegaskan bahwa Mathias telah melakukan pelanggaran pada Bagian 

25 ayat 1 dan 3 dari Organized and Serious Crimes Ordinances atau Peraturan tentang 

Kejahatan Serius dan Terorganisasi bab 455 pada UU di Hong Kong. Ekstradisi Mathias 

Echene merupakan praktik ekstradisi pertama antara Indonesia dengan Hong Kong sejak 

dilakukannya perjanjian The Surrender of Fugitive Offenders atau Penyerahan Pelanggar 

Hukum yang Melarikan Diri sejak 5 Mei 1997. Adapun proses ekstradisi Mathias Echene 

dapat terlaksana karena memenuhi asas dual criminality kepada yang menjadi tersangka. 

(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2019) 

Berdasarkan prosedur ekstradisi, Mathias melakukan absen kehadiran pada 

persidangan di Hong Kong tahun 2013. Mathias kemudian kembali ke negara asalnya yakni 

Perancis bersama dengan keluarganya. Hal itu yang menyebabkan Mathias disebut 

melarikan diri setelah melakukan tindak pidana dengan tuduhan penipuan pengelolaan 

properti atau pencucian uang. Setelah itu, pada 16 September tahun 2014, Interpol 

menerbitkan Red Notice untuk pencarian buronan Interpol Hong Kong a.n. Mathias Echene 

dengan Nomor Kontrol A-7129/9-2014. Red Notice tersebut kemudian diinformasikan 

kepada negara-negara anggota yang juga diterima oleh NCB Interpol Indonesia. Pada 

tanggal 31 Juli 2017, dikeluarkan Berita Faksimil Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri 

Nomor: NCB-DivHI/Fax/1472/VIII/2017 mengenai informasi keberadaan buronan Mathias 

Echene yang melakukan tindak pidana di Hong Kong dan disebutkan melarikan diri ke 

Indonesia. 

Mathias ditangkap dan ditahan saat turun dari pesawat di Bandar Udara 

Internasional Ngurah Rai Bali bersama dengan keluarganya yang berniat pergi berlibur di 

Bali. Pada tanggal 1 Agustus 2017, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor 

SP.Sidik/736/VIII/2017/Ditreskrimum untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap Mathias 

Echene. NCB Interpol Indonesia kemudian menginformasikan keberadaan Mathias Echene 

kepada Pemerintah Hong Kong yang kemudian disusul oleh permintaan ekstradisi dari 
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Pemerintah Hong Kong untuk Mathias Echene. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 

1979 tentang ekstradisi, pada  lampiran daftar kejahatan poin no. 17 tentang penipuan. 

Kemudian pada pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 tahun 2001 tentang 

pengesahan persetujuan pemerintah RI dengan pemerintah Hong Kong untuk penyerahan 

pelanggar hukum yang melarikan diri, Mathias dapat diekstradisi ke Hong Kong sesuai 

dengan permintaan pemerintah Hong Kong. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, 2017) 

Mathias Echene pun akhirnya menjalani beberapa sidang permohonan ekstradisi 

di Bali. Dilansir dari media Bali Tribune yang diposting pada 26 Maret 2018, dilaporkan 

bahwa Mathias Echene menjalani sidang perdana permohonan ekstradisinya yang 

bertempat di PN Denpasar. Sidang itu dipimpin oleh Hakim I Ketut Tirta dengan Jaksa 

Penuntut Umum dari Kejati Bali, Dewa Arimbawa dkk. Mathias sendiri sebelumnya 

ditangkap saat tiba di bandara  serta dilakukan penahanan di Rutan Polda Bali. Sidang 

permohonan tersebut dijalankan berdasarkan permohonan dari pemerintah Hong Kong 

kepada Pemerintah Indonesia mengenai permintaan penyerahan pelanggar hukum yang 

melarikan diri, hal itu dikirimkan pemerintah Hong Kong melalui saluran diplomatik surat 

KJRI Hong Kong No. 2516/JAK/IX/2017 yang tertanggal 25 September 2017 ditujukan 

kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Selain itu, permintaan sidang permohonan ekstradisi 

ini juga sebagai balasan surat permintaan dari penasehat hukum senior pemerintah unit 

Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik Divisi Hukum Internasional 

terkait penyerahan Mathias Echene dengan surat tertanggal 14 September 2017 yang 

disertai dengan surat  Secretary for Justice Hong Kong SAR pada tanggal 6 September 

2017 mengenai permintaan dari Wilayah Administrasi khusus Hong Kong RRT. Hasil dari 

sidang perdana, Jaksa menyatakan untuk Mathias Echene sebagai terdakwa ditindaklanjuti 

beserta dengan seluruh dokumen terlampir sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

menjalani proses hukum terkait dengan tindakan pidana yang Mathias lakukan. Jaksa juga 

menerangkan bahwa pada sidang berikutnya akan dihadirkan saksi-saksi. (Ginta, 2018) 

Tindakan yang dilakukan Mathias Echene diakui sebagai tindak pidana pada sistem 

hukum Indonesia khususnya Pasal 378 dalam KUH juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. Selain itu 

juga termasuk dalam pasal 3, 4, 5, dan 10 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses ekstradisi tersangka Mathias 

Echene juga sudah dikabulkan melalui Kepres No. 20 pada 26 Juli 2019. Pelaksanaan 

Kepres itu dilakukan oleh pihak berwenang seperti menkuham. Mathias menjalankan 

ekstradisi di Kejaksaan Tinggi Bali dengan perwakilan dari Pemerintah Indonesia yakni 

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) dan dengan perwakilan dari 

Pemerintah Hong Kong. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2019) 

Pada hari kamis, 12 September 2019 dilakukan  pelaksanaan ekstradisi Mathias 

Echene ke Hong Kong. Ekstradisi dilakukan setelah Mathias Echene ditetapkan oleh 

Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat diserahkan kepada pemerintah Hong Kong. 

Ekstradisi Mathias Echene difasilitasi oleh Biro Hukum dan HLN Kejaksaan Agung dengan 

cara mengoordinasikan penyerahan Mathias Echene secara fisik kepada perwakilan dari 

Department of Justice Hong Kong SAR yang sebelumnya dari Kejati Bali menuju ke Hong 

Kong. (Juhriyadi, 2019) 

Proses ekstradisi Mathias Echene tidak serta merta lancar dalam pelaksanaannya. 

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian memprotes Pemerintah Indonesia pada 

Kamis tanggal 12 September menentang keputusan mengekstradisi Mathias Echène, yang 

dipenjara sejak 2017 di Bali. Jean-Yves Le Drian menyatakan ketidaksetujuannya atas 

keputusan pemerintah Indonesia yang menurutnya sewenang-wenang dan menyatakan 

keprihatinannya saat mengetahui kondisi kesehatan Mathias Echene yang memburuk 
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ketika ditahan. Keadaan Mathias Echene memang dikatakan menjadi sangat lemah 

dikarenakan melakukan aksi mogok makan sejak dipenjara tanggal 29 Juli 2017 di Bali 

(L'Obs, 2019). Pernyataan protes dari Menteri Luar Negeri Perancis tersebut diterbitkan 

pada laman resmi Kedutaan Besar Perancis di Jakarta pada tanggal 30 September 2019. 

Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya dan Mathias Echene telah 

menjadi perhatian khusus bagian konsuler Perancis di Jakarta. Jean-Yves Le Drian 

mengungkapkan bahwa Mathias akan terus mendapatkan bantuan serta dukungan dari 

Konsulat Perancis yang ada di Hong Kong dan Kementerian Eropa dan Luar Negeri, yang 

sesuai dengan Konvensi Wina tertanggal 24 April 1963 mengenai Hubungan Konsuler 

(Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, n.d.). Bahkan dilansir dari media Perancis bahwa 

dibuat petisi online untuk membebaskan Mathias Echene yang sudah mengumpulkan lebih 

dari 1.700 tanda tangan dan juga walikota Rode Aveyron juga mengajukan mosi 

pembebasan. (Franceinfo, 2017) 

Apabila dilihat dari sudut pandang teori kerja sama internasional, antara Indonesia 

dengan Hong Kong sebelumnya telah melakukan perjanjian The Surrender of Fugitive 

Offenders sejak 5 Mei 1997 yang disahkan pada 8 Mei 2001. Adapun dilakukannya 

perjanjian tersebut sebagai salah satu langkah untuk mempererat hubungan bilateral 

antara Indonesia dengan Hong Kong melalui kerja sama di bidang hukum. Selain itu, 

Indonesia dengan Hong Kong juga menjalankan kerja sama internasional sebagai salah 

satu langkah untuk mencapai tujuan internasional yakni memberantas kejahatan lintas 

negara. Dengan adanya perjanjian tersebut, tujuan bersama antara Indonesia dengan 

Hong Kong untuk menangani kejahatan lintas negara dapat tercapai dengan bukti 

pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana a.n. Mathias Echene ke Hong Kong. 

Pelaksanaan ekstradisi mathias juga dibantu oleh beberapa institusi diantaranya 

adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung,  dan institusi 

internasional yakni NCB Interpol Indonesia. Diawali oleh penerbitan Red Notice yang 

koordinasinya dibantu oleh NCB Interpol Indonesia yang mendorong untuk terjadinya 

proses ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong. Dalam hal ini, NCB Interpol Indonesia 

menjadi salah satu institusi yang mendorong realisasi proses ekstradisi sehingga dapat 

mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Hong Kong sesuai dengan 

paradigma Neorealisme yang dimana paradigma ini memandang Negara sebagai aktor 

utama. 

Kebijakan Indonesia untuk melakukan pelaksaan ekstradisi Mathias Echene 

tentunya disebabkan banyak faktor dan kepentingan. Kepentingan yang terlihat jelas 

adalah untuk menjalin kerja sama atau penguatan hubungan bilateral dengan Hong Kong 

yang merupakan wilayah dengan penanaman modal terbesar di Indonesia. Terlepas dari 

kepentingan bilateral, Indonesia juga memang memperlihatkan komitmennya dalam 

menangani kejahatan lintas negara khususnya tindak pidana pencucian uang yang 

dituduhkan kepada Mathias Echene. 

Terlepas dari kepentingan bilateral, Indonesia juga memang memperlihatkan 

komitmennya dalam menangani kejahatan lintas negara khususnya tindak pidana 

pencucian uang yang dituduhkan kepada Mathias Echene. Salah satu institusi yang 

dipercaya negara untuk menangani konflik berkaitan dengan kejahatan lintas negara salah 

satunya adalah NCB Interpol Indonesia. NCB Interpol Indonesia yang berada di bawah 

arahan Divisi Hubungan Internasional dan Kapolri, diberi kepercayaan untuk menangani 

segala konflik yang bersifat internasional, salah satunya kasus Mathias Echene. 

Mathias Echene juga merupakan pelaksanaan ekstradisi pertama yang dilakukan 

antara Indonesia dengan Hong Kong. Sehingga hal ini menjadi momentum penting 

Indonesia untuk memperlihatkan ketegasannya dalam menangani konflik kejahatan lintas 

negara, terlebih mengingat sejarah hubungan diplomatiknya dengan Hong Kong. 
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Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada intinya analisis 

mengenai kebijakan Indonesia dalam mengabulkan permohonan ekstradisi Mathias Echene 

ke Hong Kong disebabkan oleh adanya kepentingan hubungan diplomatik atau bilateral 

antara Indonesia dengan Hong Kong. Selain itu, sebagai negara yang berkomitmen untuk 

memberantas kasus kejahatan lintas negara, Indonesia juga merealisasikan hal tersebut 

melalui pengabulan ekstradisi yang merupakan penyelesaian konflik. Terlepas dari kasus 

Mathias Echene yang memang memenuhi syarat untuk dapat diekstradisi, Indonesia 

menjalankan proses ekstradisi Mathias sesuai dengan regulasi dan kesepakatan yang 

sudah disetujui dengan Hong Kong sehingga Mathias Echene dapat diekstradisi pada tahun 

2019. 

Meski Indonesia mendapatkan protes dari Perancis terkait pelaksanaan ekstradisi 

Mathias Echene, Indonesia tetap melaksanakan ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong. 

Hal itu bukannya tidak dihiraukan, Indonesia juga sudah memberitahu kepada pihak 

Perancis mengenai proses ekstradisi Mathias Echene dan telah mempertimbangkan seluruh 

aspek hukum dan kesehatan Mathias Echene dalam pelaksanaan ekstradisinya. Hal itu 

ditegaskan Indonesia melalui pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI di laman 

resminya. Kemenlu juga menyatakan telah menyediakan bantuan kesehatan dan akses 

konsuler terhadap Mathias (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). 

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia bukan tidak memedulikan protes yang diungkapkan 

oleh Perancis. Indonesia telah mempertimbangkan seluruh aspek dalam mengabulkan 

ekstradisi Mathias Echene. Sebagai negara yang berkomitmen tegas terhadap penanganan 

kejahatan lintas negara, Indonesia tidak punya alasan khusus untuk membatalkan 

ekstradisi Mathias ke Hong Kong meski diprotes oleh pihak Perancis. 

 

Kesimpulan 

Warga negara Perancis atas nama Mathias Hubert Marie Echene menjadi tersangka tindak 

pidana yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang di Hong Kong. Mathias 

Echene dikatakan melarikan diri ke Indonesia dan keberadaannya diketahui. Pada akhirnya 

tahun 2017, Mathias Echene ditangkap saat tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, 

Bali dan ditahan oleh kepolisian Bali sambil menunggu pelaksanaan sidang. Sebelum 

penangkapan tersebut dilakukan, Mathias Echene telah menjadi buronan INTERPOL 

dengan penerbitan Red Notice untuk penangkapan Mathias yang keluar pada tahun 2014. 

Hal itu berawal dari absennya kehadiran Mathias dari sidang awalnya di Hong Kong terkait 

penyalahgunaan properti di Pantai Lima Estate, Bali dengan mantan rekan bisnisnya. 

Mathias dituduhkan melakukan penggelapan uang dari keuntungannya mengelola bisnis 

propertinya di Bali tanpa sepengetahuan rekan bisnisnya yang lain. 

Mathias ditahan sejak tahun 2017 hingga proses ekstradisinya dikabulkan 

Indonesia pada tahun 2019. Mathias Echene melakukan sidang perdananya pada tahun 

2018 di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ekstradisi Mathias Echene akhirnya dikabulkan 

Indonesia sesuai dengan perjanjian kesepakatan Penyerahan Pelanggar Hukum yang 

Melarikan Diri antara Indonesia dengan Hong Kong melalui Keppres No. 20 tahun 2019. 

Terlepas dari kasus Mathias yang memang memenuhi ketentuan untuk dilakukannya 

ekstradisi, kepentingan bilateral Indonesia juga terlihat dalam analisis kebijakan 

pengabulan yang dibuatnya. Mengingat Hong Kong sebagai negara penanaman modal 

terbesar di Indonesia, tentunya Indonesia harus menjalin hubungan yang baik guna 

intensitas kerja sama selanjutnya dengan Hong Kong.  

Berdasarkan Paradigma Neorealisme, NCB Interpol Indonesia sebagai institusi 

internasional yang membantu proses ekstradisi menjadi institusi yang dipercaya dalam 

penyelesaikan konflik agar hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Hong Kong 
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dapat terjalin dengan baik. Dibuktikan dari penyebaran Red Notice yang sampai ke NCB 

Interpol Indonesia sehingga Indonesia dapat bertindak sesuai dengan regulasi yang ada 

terkait dengan ketentuan ekstradisi. Peran NCB Interpol Indonesia berjalan dengan baik 

selama proses ekstradisi Mathias Echene dilakukan. Proses ekstradisi Mathias Echene yang 

menjadi momentum ekstradisi pertama antara Indonesia-Hong Kong juga menjadi 

highlight dalam kerja sama hukum Indonesia-Hong Kong. Indonesia pun juga dapat 

mengharapkan adanya asa resiprositas atau asas timbal balik dari dikabulkannya ekstradisi 

Mathias ke Hong Kong. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengungkapkan bahwa 

pengabulan ekstradisi kasus Mathias Echene merupakan salah satu langkah Indonesia 

dalam menangani kejahatan lintas negara. 
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